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PERATURAN DAEﬁAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN1996

TENTANG

DREANISASI DAN TATQKERJA DINAS PARINISATA
KABUPQTEN DAERAH TINEKAT IT hARANBANYAR

DENGQN RAHMQT TUHAN YANB ﬁQHA ESQ

‘;:BUPRTI KEPALA DAERQH TINGKAT II KQRQNBQNYAR

/wiﬂenimbahg“':: bahwa“ dalam rangka menlngkatkan»M penyelenggaraann
: : S S iPemerlntahan dan pelaksanaan pembangunan.  secara
_Qberdaya ‘guna dan berhasil guna khususnya di = bidang

'Par1w1sata Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar,

karena Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11

. Karaanganyar Nomnr 2 Tahun 1987 tentang’ Susunan

- Organisasi dan.. Tatakerja Dinas Pariwisata Vabupaten,

“daerah 'Tlngkat 11 Varanganyar tidak sesuadi. lagi

dengan Feputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor 49

Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja

Dinas  Pariwisata  Daerah Tlngkat 1 dan . Dinas

 Pariwisata Daerah Tlngkat maka.  perlu- di-

. sempurnakan; | SRR SR

b. bahwa ~ untuk maksud tersebut perlu diatur  dan

. SRR e ditetapkan dengan Peraturan Dasrah.
Afk Meﬁgingat  : 1.,Undéngfundang‘j nohor 13 -~ Tabun 1950 tén{ang
: S '~ Pembentukan " Daerah—daerah  EKabupaten ~dalam

- Lingkungan~Propinsi'Jawa Tengah.-

‘2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fokok—pokok

- Pemerintahan di Daerah (Lembaran’' Negara Republik
- Indonesia ~Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
' Negara Rppub11k Indonesia Nomnr'3077);

I Undang—undang Nomor & Tahun 1585 tpntang Parikanan

" (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1985
Nomcr" 46,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor I299). ‘ : o o

4. Peraturan Femerintah Nomor & Tahun 1988  tentang
" Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
“{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik ~Indonesia
Nomor 3373); T SR ,

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Dtunoml Daerah dengan Titik Berat
1 . : puda Daerah Tlngiat II-* L . :
b ' v SR .;6. Keputusan ceee
o ' : ‘ Faraf



[

 6. Keputusén Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah:

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 .
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Fariwisata Daerah Tingkat I dan . Dinasz Pariwisata
Daerah Tingkat II,_ ' ‘

8. Peraturan - Daerah Propinsi Daerah Tlngkat I Jawa
Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan .
Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisataan Kepada
Daerah Tingkat II ( Lembaran Daerah Prop1n51 Daerah
Tingkat I Tahun 1984 Nomor 74). '

Dengan persetujuan Dewan Perwak:lan Rakyaf Daerah “Kabupaten
Daerah Tlngkat II Karanganyar.,, :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN DAERAH  TINGKAT  II
‘ KARANGANYAR TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR. -

BAB 1.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar; - . o
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah T1ngkat II
. Karanganyars; -
©. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

. _Karanganyarj;
" d. Dinas Pariwisata adalah Dlnas Par1w1sata Kabupaten 7 Daerah

A Tingkat II Karanganyar; .
e.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Parlwlsata Kabupaten Daerah

Tingkat II Karanganyar; )
" h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana "operasional
di Lapangan pada Dinas Par1w1sata. .

BAB II
DINAS PARIWISATA
“Bagian Perfama;
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGST

) ] : Pasal 2
{1) Dinas Pariwisata adalah unsur Pelaksaana Pemerlntah Daerah di
" bidang Kepariwisataan.

’;(Q)gDinés Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
~di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
' Fasal & v
Dlnas Pariwisata mempunyal tugas pokok membantu Bupatl Kepala Daerah
dalam  melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan

di bidang Kepariwisataan.

- Fasal caes
. Paraf



: : Pasal 4 e

o Untuk menyelenggara?an tugas ‘pokok tersebut Pasal -3 Peraturan Daerah g
~Ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : =~ /
‘a.  melaksanakan Pebljaksanaan operasxonal. pemberlan blmblngan ,danfﬂ

]pemblnaan, - pemberian perizinan sesuai kebijaksanaan = yang

‘ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah 'berdaéarkan~~Peraturan~»f'”

o Perundang—undangan yang berlaku; : i

' b.» mEmantau dan ~mengendalikan pelaksanaan tugas pDkok nya  sesuai
. dengan. kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati- kepala Daerah .
~menurut Peraturan Perundang—undangan ydng berldlu. 5 SRR S

Vk , B A B IiI

0OR G A N I 5 ﬁ S I

;“Baglan Pertama &
:'fqula dénjsﬁéunanrdkgéniéééi:‘

f Pasal - o e
Drganlsa51 Dlnas Par1w1sata dltetapkan dengan Pola Mak51ma1.,

' "’7." A S o Pasal &

e (1) Drgan15351 Dlnas Parlwlsata terd1r1 darl g
'“"fia.iKepala Dinas;  ° e o N
- b. Sub Bagian Tata Usaha" - RS
€. Seksi .Obyek dan Daya Tarik W15ata-
- d. Seksi- ‘Sarana Par1w1ta"“"~ ;
"~ e. Seksi Pemasaran Wisata; .
f. SeksijPenyuluhan leata.,
g. Unit Felaksana Teknis Dinasj
h.'VelompDk Jabatan Fung51ona1;

‘,(2) Bagan Drgan15a51 D1na5 Par1w1sata sebagalmana  tercantum dalam ﬂ
~Lampiran yang merupakan baglan tidak terplsahkan darl Peraturan -
'[Daerah 1n1. ,: , : : : :

k Bagiaanedua

*‘.;‘ “'~7',ﬂl*;;  fc‘ ,‘»l‘ Kepala Dinas -

S T R e ' Pasal 7. o
:,‘('fKepala Dlnas memlmpln Pelaksanaan -tugas pokok dan fung51 sebagalmana,'“
"a,fdlmaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah 1n1.;“>7 S :

Baglan Ketlga
Sub Baglan Tata Usaha

S : Pasal 8 T N
'.(1) Sub Baglan Tata Usaha “mempunyai tugas melakukan = kegiatan -
admlnlstrasl umum, perlengkapan dan rumah tangga,,‘peréhcanaan‘

‘ 1adm1n15tr351 keuangan dan kepegawalan. : e TR ’

 (2) Sub Baglan Tata Usaha dlplmpln oleh searang kepala yang"bekada
' dlbawah dan bertanggung Jawab Pepada kepala Dlnas.; o : '

ped : : ‘Pasal ‘?‘ R :
v Untuk menyelenggarakan tugas tersebut ayat {1) pasal 8 Ppraturan
Daerah ini- Sub Bglan Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. melakukan urusan umum , Pear51pan, perlengkapan dan rumah tangga,q‘ L

'v'b.f'melakukan urusan perencanaan keglatan dlna o o
’ v g < : e ] “c,~mn1akukan~....
‘ Paraf



€.
'd-

(1)

(1)

-‘melakukan urusan keglatan keuangan.,,"
';melakukan urusan pemblnaan kepegawalan.

Fasal 10

Sub Baglan Tata Usaha terdlrl dari :
‘a. Urusan Umum; &
“ . Urusan Perencanaan-

'c. Urusan Keuangan,

Ma51ng maSLng Urusan - sebagaimana dimaksud Pasal ini- dlpimpin‘~
oleh seorang Kepala yang berada dlbawah dan} bertanggung Jawab

‘Pepada Kepala Dlnas.'

Pasal il

‘Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan urusan, surat
- menyurat pengetlkan. pengandaan,. perlengPapan, urusan: “rumah

tangga dan kepegawalan.

Urusan Perencanaan mempunyal tugas mengumpulkan.fmengolah meng
‘koordlna51kan dan men51stemat15a51kan rencana keglatan dlna:.

Urusan keuangan mempunyal tugas melakukan uruSan pengelolaan dan ‘k

= ertanggungjawaban keuangan._

(1)

Baglan Peempat
Seksi'Obyek,danvDaya Tarik Wisata

Pasal 12

”Seksiykﬂbyek dan Daya Tarik Wisata mempUﬂyal ‘tugas menyiapkan
~ bahan pemblnaan, pengembangan, pemantaudn obyek dan davya. tarik
,wlsata., s R e R P o

fSek51 'Dbyek dan Daya Tarlk HWisata dlplmpln oleh seorang Kepaiar
~'yang berada dlbawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 1o

Untuk meﬁyelenggarakén tugas tersebut aya+ (1) pasal 12 Peraturan "
Daerah ini Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunvai fungsi @

a.

B.
e

: d-

(1)

Penylapan bahan pembinaan dan. penyelenggaraan =Dbyek wisata,

atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umumj -
Penyiapan perizinan di bldang pengusahaan obyek wlsata. “atraksi
wisata, rekreasi dan hiburan umumj R

Pemantauan dan evaluasi keglatan obyek wxsata, atrak51 ‘wisata,;
rekreasi dan hiburan wmumsg ~ ,

Penyusunan bahan laporan pelaksanaanﬂ pemblnaan,' panembangan..
pemantauan, evalua51 Peglatan obyek dan daya tarlk w15ata.

B Pasal 14

Sek51 Dbyek dan Daya Tarik wlsata terdlrl darl‘{ 

a. Sub Seksi Obyek leata.'

4ffb. Sub Seksi Atraksi Wisataj

‘(11

v,obyek wlsata.;

‘Sub Sek51 REkrEdSl dan Hlburan Umum.‘

'M351ng—ma51ng Sub Sek51 sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasalfrini' :
‘dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah  dan

bertanggung jawab kepada Sek51 Dbyek dan Daya Tarlk leata.._~

; - Pasal 15 . - -
Sub sek51 Dbyek wxsata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun :
bahan - pemblnaan. bahan laporan dan perlilnan serta‘ pemantauan.

(7) Sub Sek51 -
: Paraf. -



(2)

(1)

(2)

Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai. tugas mengumpulkan dan

“menyusun = bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta

pemantauan atraksi wisata.

Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan

dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perizinan serta

pemantauan rekrea51 dan hlburan umum. . , :
Bagian Kelima

Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 1&

.Seksi = Sarana Pariwisata mempunvai 'tugas' menyiapkaﬁ - bahan

kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan
lingkungan Pariwisata. : o : :

Sek51 Sarana Parlwlsafa dlplmpln olph seorang Kepala vang berada

. di bawah dan bertanggung jawab }epada Kepala Dinas

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16
Peraturan daerah ini, Seksi mempunyai. fungsi :

a.
b.f
CI :

d.

(1)

{(2)

(1)

3)

(1)

Penyiapan bahan pemblnaan dan. pengembangan sarana, dan

lingkungan pariwisatas; ,
Penyiapan perizinan dibidang pengusahaan aPomodasx. rumah makan

dan Bar serta lingkungan wisataj ,
Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemblnaan ‘dan pengembangan

sarana serta lingkungan pariwisata : ,
Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
sarana serta lingkungan pariwisata; '

Pasal 18
Seksi Sarana Parlwlsata terdiri dari :
a. Sub Seksi Akomodasi;
b.  Sub Seksi Rumah Makan dan Bar-

‘c. Sub Seksi Lingkungan Wisata.

Masing-masing sub Seksi sebagaimana dimaksud avat (1) ba5al ini

.dipimpin oleh seorang .¥Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada SekSi Sarana Pariwista .

R : . Pasal 19 )
Sub  Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan . menyusun
bahan = pembinaan, bahan 1ap0ran dan perizinan serta pemantauan
akomnd351. _

Sub Seksi Rumah Hakan dan Bar mempunyai'fugas‘mengumpulkan -dan
menyusun bahan pembinaan, bahan laporanm dan perizinan serta
pemantauan Rumah Makan dan Bar. ' '

Sub 'Sek51 Lingkungan Wisata mempunyail tugas mengumpulkan dan
menyusun bahan pemblnaan, laporan dan perizinan serta pemantauan
lingkungan wisata. " ' ‘ '

- Bagian Keenam

Seksi Pemasaran Wisata

Pasal 20

‘Seksi  Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pengembangan, pemantauvan pemasaran dan wisata

nusantara.

(2} Seksi Pemasaran ...
Paraf




(7) Sek51 Pemasaran W1sata dlplmpln oleh Seorang Kepala vang bérada7
dlbawah dan bertanggung—Jawab kepada Pepala Dlnas, :

’ ' Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal'“o

Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- -a. Penyiapan bahan pemblnaan dan pengembangan pemasaran dan wisata‘

“ o nusantarag B

b Pemantauan dan evalua51 keglatan pemasaran dan WLSata nusantara,,‘
,c;;;Penyusunan ‘bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan,

. pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran“ serta wisata

nusantara. e . SN S

s , Pasal 22 e
f(l):Sek51 Pemasaran Wlsata terdlrl darl/:‘
" a. Sub Seksi Promosi; o
b 'Sub Seksi Pelayanan Informa51‘f
VSub Sek51 leatd Nusantara.

(Z)VHaSLng—ma51ng sub Seksi sebagalmana dlmaksud a;af (1) pasal ini-
~dipimpin oleh seorang  Kepala Seksi yang berada dibawah dan
'bertanggung Jawab Pepada Seksi Pemasaran ledta o - »

ST s e e ~ Pd=a1 23 : R
{1) Sub: Seksi Prum051 mempunyal tugas mengumpul&an dan menvusun B
o bahan~pembinaan..bahan laporan serta pengnmbangan pr0m051.,' :

-(2}'Sub SekSL Pelayanan InfcrmaSL mempunydl tugas mengumpulkan dan

'menyusun bahan pemblnaan,‘ bahan laporan serta pengembangan,;'

pelayanan 1nforma51.
-K(J) Sub fSeksxﬂ leata Nusantara mempunyal tUQas mengumpulkén dan
S menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengembangan -
‘Wisata Nusantara, B e e LT
Bagiah,KetujuH7
. Seksi Penyuluhan wisaté'

~_Pasal 24

7,(1) Séksili Fenyuiuhan Wisata memenyai‘ tugaS‘,ményiapkah bahan
~ pembinzan, pengembangan dan pemantauan pehyu;uhan serta - aneka .

—~wisata;

“{2) Sek51 Penyuluhan leata dlplmpln oleh =eorang Vepala yang berada
" d1bawah dan bertanggung Jawab Pepada kepala Dinas. '

: ' o : Pasal ;5. : : - :
: Untuk menyelenggarakan tugas spbagalmana dlmaksud ayat (1) pasaly'24
Peraturan Daerah ini, seksi penyuluhan wisata mempunyai fungsi :

a. Penyiapan. bahan pengembangan penyuluhan dan aneka wisatasj

b. Pemantauan dan evaluasi  kegiatan . pemblnaan pengembangan
. 'penyuluhan dan aneka wisata; , .
c. Penyusunan  bahan laporan pelaksanaan pemblnaan. pengembangan,

pemantauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan. dan aneka. wlsata._

: : Pasal 26

(1) Sek51 Penyuluhan W15ata terdiri dari:
' a. Sub Seksi Bimbingan Wisataj '
b. Sub Seksi Ketenagakerjaanj

c. Sub Sek:x Aneka Nxsataf

(2) Masing .;}.

'j:Faraf,'



i"(E))ﬂ351ng ma:lng sub Sek51 sebagalmana dlmdkSUd ayat (1) pasal' ihi  
. dipimpin pleh seorang Kepala Seksi yvang berada dlbawah dan ber
uitanggung Jawab kepada Sek51 Penyusunan leatav.,, e

R R ~ Pasal 27 St s S I e DU
“(1)]5Ub' Seksi Blmblngan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan -

~menyusun bahan - pembinaan, bahan laporan serta  pemantauan
- bimbingan Wisata. AT IR R A : » :

(2) Sub‘jSEPéiA'ketenagakérjééha—mempunyél tugas ”mphgumpulkah Adahifr
. menyusun - bahan. pemblnaan, bahan laporan serta pemantauan tenaga
ker;a parlwlsata. . ; . : g R R

‘(S)JSub SEkSl Aneka leata nempunyal tugas mengumpulkan dan menyusun i
e bahan pemblnaan, bahan- lapnran serta pemantauan aneka leata. '

Baglan hedeldpan'
Unlt Pelaksana TPknlS D1n55'

L i 2 ' Pasal =8 . e
‘Unlt Pelaksana Teknis Dlra= adalah unsur pﬁnunjang yang pembentukan-

nya ditentukan oleh. Menteri Dalam Negerl berdasarban Frlterla vang

"a%an dltetapvan Pemudlan.,~f S R s

. Baéién Ké5Embi1éﬁ],f
fKéldmphk Jaba£an Fuhgsiohal'

: SRR L : Pasal 29 , : _ : e

Kélompck,,Jabatan Fungglonal mempunyai tugas melaksanakan sebagian

. tugas . ‘dan. fungsi Dinas . Pariwisata sesuai @ dengan keahlian dan

“  kebutuhan. . Lo BRI% St BRI RS L :

: L : ; Pasal 0 : , g SR

(l) Kelompck Jabatan Fun951ona1 ;sebagalmana dimaksud .- pasal 29
Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga daldm jenjang.
‘Jabatan fungsional yang. tprbagl dalam berbagai VelompDF .. sesuai

9 dengan bldang keahllannya.v : : : . :

,(Ej'Setlap kelompnk sebagalmana dlmaksud ayat (1) pasal Aini dlplmpln
' ~oleh seorang. tenaga fun951ona1 senior yang dltunJuk ‘oleh Vﬂpala
'”Dlnas.: : : : B , :

(3){Jum1ah;:Jabatan‘fuﬁgsiohai Sebégaihaha dimaﬁéud,a?at (l)f'pasal
~ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. = S
‘(4)°Jénisr d;n'yjehjéhg Jébatahﬁ"%ungsional‘psébagaiﬁana f—dimaksud
'»a/at (1) pasal ini dlatur sesual‘ peraturan perundang+undanganf
Yang berlaku.' - S : , LT e s » T

 BAB 1V
'TATAlKERJA
Pasal 31

: Setlép pimpinan’ br93515351' dalam: llngkungan binas,waariwisaté
melaksanakan kDDFdlnaSl Pengawasan MelePat { "WASKAT ).ﬁ : L S

,> :Pa$a1v.;;'
- Paraf



Pasal 32 . :
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata
bertanggung—jawab memimpin dan menghkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk—-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
: o 4 Fasal 33 R ,

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Fariwisata
bertanggung—-jawab kepada atasan masing-masing @ serta menvampaikan
laporan tepat pada waktunvya. ‘

- BAB V
: KETENTUAN‘LAIN—LAIN

§ Pasal 34 ; _
Dengan  berlakunya FPeraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 2 Tahun 1987 Tentang
Organisasi dan Tatakerja Dinas Fariwisata Kabupaten Daerah Tingkat
11 Karanganyar, kecuali Ketentuan BAB 1] Fasal (2) yang mengatur
tentang Pembentukan, dinyatakan tidak beralaku lagi. B

, , : / Fasal 35 - i :
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai  pelaksanaan—
nya. - : o

" BAB VI

KETENTUAN PENUTUF

Fasal Sé’
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuhdangkan.
Agar supaya setiap orang dapat ' mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan - Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Juli 1926

Lo . . l -
KEPALA DAERAH TINGKAT II
MARA A AR

0. aD1 “sasonko N2anGa AR\ SOEDARMADII, S.H. -

-prs;;)iﬁig‘&‘qu BERNUR'KEPALA DacrAH TINGKAT I JAWA TENGAH
S !6’5}’;'k‘é;{i{ﬁun‘-&g (832/'77’/ ‘9‘75’{ Tg],l'/)f“l . 199y .
35, A},;;s’i REFARIS WILAYAH/ DAt KAH TINGKAT I JAWA TENGAH
FoS —Kepiala Jlure Hukym o
. ) - ~‘ . : [ .

rg "'
X * TARFOPG SUNARTO, SH




PU———— @\w'mm.

BAGAN' ORGANISAST DIN:S PARIWISATA
" KAEUPATEN DAERAH' TTIGKA? II KARANGANYAR

~iXEPALA DINAS

" Nomoxr - ¥

A RAHTINGKAT,IT

Tahun 1996 tentang Organisasi dan

~».” Tata Kefja Dinas Pariwisata ¥atupaten Daerah
' Tingkat IT Karanganyar. . &= - . .

‘sunmcmz‘
t TATn USAHA
SE I
"URUSAN URUSAN URUSAN
‘UMUM PERENCANAAN- .~ " KEUANGAN
i 1 B l
. KELOMPOK JABATAN =~ ' . SEXSI i S EXSI. ... SEXSTI . SEKSI
© FUNGSIONAL OBYER-BIN. DALA PARIK | SARANA PARIWISATA PRIASARAN WISATA™  PENYULUHAN WISATA'
 BUB SEKSI SUB SEXSI -  SUB SEXSI SUB SEXSI' B
bBYEK  WESATA. - AKOMODAST " PROMOSI ] BD/IBINGAN WISATA B
t
|| . 5UB sEs1 © SUB SEKSI - SUB SEXSI SUB ssst ]
 ATREXSI - WISATA  RUMAE MAXAN & BAR PELAYANAN INFORMASI mmcm.:m
e : : o ]
EES SUB SEXSI. SUB SEXSI SUB SEKSI ; SUB SEKSI
méb & HIBIRAN LINGKUNGAN WISATA WISATA NUSANTARA ©ANEKA wxsm\ e

_U.P oD
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PEN J E L A S NN
PERATURQN DAERAH KABUPATEN DAERAH WINGKAT IT KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 1996 :

TE N TANG

DRGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN 'DAERAH TINGKAT,IIVKQRANBANYAR’

I. PENJELASAN UMUM =

A,'Landasan Hulkum ¢

1. Undang-undang Nomor S .Tahun 1974 tenténg‘ Fokok-pokok

Femerintahan di Daerah telah memberikan landasan Fokok

penyelenggaraan FPemerintah di Daerah, selaras

bagi
dengan

peningkatan  lajunya Pembangunan di segala .bidang ' vyang
pelaksanaannya dititik beratkan di Daerah, akan membawa
berbagai masalah yang cukup komplek dalam penyelenggaraan

Pemerintahan di Daerah;

8]

1993 ‘tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja ‘Dinas
Pariwisata Daerah Tingkat II, maka perlu -ditetapkan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah

.‘Berdasarkah Keputusan Ménteri‘DalamlNegeri‘Nomor 49 fahun“

Tingkat II Karanganyar yang mempunyail landasan hukum sesual

'dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

B Pokok— -pokak plklran :

Organisasi adalah alat untuk menghimpun sécara';berdayaguna v
dan berhasilguna terhadap seluruh kegiatan dalam mencapai

tujuan, maka - Susunan Organisasi perlu disesuaikan

dengan

~ kegiatan—kegiatan vyang nyata dilaksanakan oleh Femerintah

. Daerah khususnya di bidang Pariwisata. ‘
Oleh karena itu prinsip-prinsip umum - Organisasi
diterapkan dan  senantiasa menjiwai Organisasi
: Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II ~Karanganyar
~Peraturian Daerah ini, vaitu : ' =
. P ‘

a.fkelantaran pelaksanaan tugas/pembinaan Pariwisata
- Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

perlu
Dinas
pada -

di

b. adanya. pelimpahan wewsnang menurut JenJang yang: berlaku.

xc._pembaglan tugas vang merata.

;Cg:Pokok—pokok Materl H

1 Peraturan  Daerah ini mengatur materi pokok tentang

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Tingkat II Karanganyar.

2. Mengehai kedudukan, tugas polkok, fungsi, susﬁnan Organisasi-
" - dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat

Daerah

It

Karanganyar sesuai ketentuan yang tercantum dalam Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1293,

3. Sesuai Veputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun

1993

di samping Jabatan struktural ada juga | kelompok Jjabatan.

fungsional.

I1. PENJELASAN FASAL DEMI PASAL.
Pasal l-s/d 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat 1 : Cukup jelas.
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Fagal 2
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‘Pasal . 20 s/d 28

~

Pasal 30 s/d 3&6 -
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tugas  pads Gub Seksi Rumsah Makan dair  Bar
vang dimakzud - islah meny iapkan banan
‘pembinaan, pengembangan - dan meny iapkan
rebomendasi . sebageibahan pemberian Ijin.
usaha Bar. '

Cubup jelas..

Felompok jabatan Fungsional. adalah kelompok
Jjabatan vang terdiri dari sejumlah tenaga
ahli dalam jenjang jabatan Furngsional vang
terbagi dalam kelompsk sesual bidang
keahliannys dan mempunyal tugas wmelaksana-
kLan sebagaian tugas Femerintaban Dasrah.

: Cukup. jelas.
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